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RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hubungan antara kewenangan kepala
daerah dalam menetapkan upah minimum dan fungsi pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka prinsip otonomi daerah.
Penetapan upah minimum merupakan kebijakan strategis yang memiliki dampak
langsung terhadap stabilitas hubungan industrial, kesejahteraan pekerja, serta
keberlanjutan dunia usaha di daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah yang
menganut prinsip desentralisasi, kepala daerah diberikan kewenangan atribusi
untuk menetapkan upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, karena dalam
sistem negara hukum yang demokratis setiap penggunaan kewenangan publik harus
berada dalam mekanisme checks and balances. DPRD sebagai lembaga perwakilan
rakyat di daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah,
termasuk kebijakan penetapan upah minimum. Permasalahan muncul ketika terjadi
perbedaan pemahaman mengenai ruang lingkup dan batas kewenangan DPRD
dalam mengawasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk
menganalisis secara normatif bagaimana kewenangan DPRD dalam pengawasan
penetapan upah minimum serta bagaimana batas-batas kewenangan tersebut
menurut peraturan perundang-undangan dalam kerangka prinsip otonomi daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan DPRD dalam
pengawasan penetapan upah minimum berdasarkan prinsip otonomi daerah serta
untuk mengkaji batas kewenangan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan
tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan
memberikan kejelasan konseptual mengenai hubungan antara kewenangan kepala
daerah dan fungsi pengawasan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah.
Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memperkaya khazanah ilmu
hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan
dengan konstruksi normatif fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan strategis
daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan dan fungsi masing-
masing secara proporsional, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang
selaras dengan prinsip negara hukum dan otonomi daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif dengan sifat preskriptif. Penelitian ini menelaah norma-norma hukum
yang mengatur kewenangan DPRD dan kepala daerah, terutama yang berkaitan



dengan fungsi pengawasan dan penetapan upah minimum. Pendekatan yang
digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal
ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan konseptual. Teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik
analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk
menarik kesimpulan normatif dari ketentuan hukum yang berlaku. Kerangka
teoritis penelitian ini didasarkan pada teori kewenangan dan teori pengawasan
dalam negara hukum yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD dalam pengawasan
penetapan upah minimum merupakan kewenangan konstitusional dan atributif yang
bersumber dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan
DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dengan fungsi pengawasan terhadap
kebijakan kepala daerah. Ruang lingkup pengawasan DPRD meliputi pengujian
aspek legalitas, kesesuaian prosedur, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan
terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan tersebut tidak
mencakup kewenangan untuk menetapkan atau mengubah besaran upah minimum,
karena kewenangan tersebut secara normatif berada pada kepala daerah sebagai
pejabat eksekutif yang diberi atribusi oleh undang-undang. Batas kewenangan
DPRD terletak pada larangan melakukan intervensi substantif terhadap materi
kebijakan, sehingga fungsi pengawasan tetap berada dalam koridor kontrol
legislatif tanpa mengambil alih kewenangan eksekutif. Dengan demikian,
hubungan antara kewenangan kepala daerah dan fungsi pengawasan DPRD dalam
penetapan upah minimum mencerminkan mekanisme checks and balances dalam
sistem otonomi daerah yang bertujuan menjamin legalitas, akuntabilitas, dan
keadilan dalam kebijakan pengupahan di daerah.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawasan Penetapan Upah
Minimum, Prinsip Otonomi Daerah.

Penelitian ini berjudul Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Pengawasan Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DPRD dalam pengawasan
penetapan upah minimum serta batas kewenangan tersebut menurut peraturan
perundang-undangan. Penelitian ini berguna untuk memberikan kejelasan
konseptual mengenai hubungan kewenangan legislatif dan eksekutif dalam sistem
pemerintahan daerah serta memperkuat konstruksi normatif fungsi pengawasan
DPRD. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran
deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD dalam pengawasan
penetapan upah minimum merupakan kewenangan atributif yang bersumber dari
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. DPRD berwenang mengawasi
kebijakan kepala daerah melalui fungsi pengawasan yang meliputi pengujian
legalitas, kesesuaian prosedur, akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap
asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan tersebut merupakan
manifestasi prinsip checks and balances dalam kerangka otonomi daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa batas kewenangan DPRD terletak pada
larangan melakukan intervensi terhadap substansi besaran upah minimum yang
menjadi kewenangan atribusi kepala daerah. DPRD tidak berwenang menetapkan,
mengubah, atau membatalkan kebijakan tersebut secara langsung, melainkan hanya
dapat menggunakan instrumen pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, hubungan antara kewenangan kepala daerah dan fungsi
pengawasan DPRD mencerminkan pembagian kekuasaan yang seimbang dalam
sistem negara hukum dan otonomi daerah.
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ABSTRACT
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Determination, Principle of Regional Autonomy.

This research is entitled The Authority of the Regional House of Representatives in
Supervising the Determination of Minimum Wages Based on the Principle of
Regional Autonomy. The study aims to analyze the authority of the Regional House
of Representatives (DPRD) in supervising the determination of minimum wages and
to examine the limits of such authority under statutory regulations. This research
is intended to provide conceptual clarity regarding the relationship between
legislative and executive powers within the regional government system and to
strengthen the normative construction of DPRD’s supervisory function. The
research employs a normative legal method using statutory and conceptual
approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials
analyzed qualitatively through deductive reasoning.

The findings indicate that DPRD’s authority in supervising the determination of
minimum wages constitutes an attributive authority derived from the Law on
Regional Government. DPRD exercises its supervisory function by examining
legality, procedural compliance, accountability, transparency, and adherence to
general principles of good governance. This authority reflects the implementation
of checks and balances within the framework of regional autonomy.

The study further concludes that the limits of DPRD’s authority lie in the
prohibition against intervening in the substantive determination of minimum wage
levels, which falls under the attributive authority of the regional head. DPRD is not
authorized to determine, amend, or revoke the minimum wage policy directly, but
may only utilize supervisory instruments as regulated by law. Therefore, the
relationship between the regional head’s authority and DPRD’s supervisory
function demonstrates a balanced distribution of power within a rule of law state
and regional autonomy system.
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